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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan publik bidang 

kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik telah berjalan secara efektif, hal tersebut ditunjukkan 

dengan kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kulon 

Progo yang telah berjalan dengan baik, terwujudnya batasan dan hubungan 

yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan 

seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 

kependudukan dan catatan sipil, terwujudnya sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis dapat 

menyampaikan saran sebagai berikut : 

 

 



88 

 

 

 

1. Segera menyusun Standar Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Kulon 

Progo No. 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Pelayanan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB 

No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 

2. Menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan berkompetensi 

untuk memenuhi dinamika masyarakat yang menghendaki pelayanan 

lebih cepat. 

3. Meningkatkan akses pelayanan dengan ditambahnya dan 

ditingkatkannya peralatan penunjang SIAK (Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan) guna meningkatkan pelayanan dan 

kecepatan di tingkat kecamatan agar masyarakat lebih dimudahkan 

dalam mengurus administrasi kependudukan. 

4. Segera ditingkatkannya sarana dan prasarana terutama yang terkait 

dengan fasilitas layanan dan tempat layanan yang kurang representatif 

mengingat hasil survei IKM yang dilakukan unsur tersebut mendapat 

nilai terendah dari masyarakat. 
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